
Jakarta, 13 Juni 2017 
Nomor 
Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4899) 

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi 
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 
Di Jakarta Pusat 

Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : DR. EDI PRIYANTO. SH.MM. 
Pekerjaan 
Warga Negara 
Ala mat 

Nomor telepon/H P 
E-mail 

DOS EN 
INDONESIA 
KRAJAN RT 03 RW 05 ANDONGSARI KECAMATAN 
AMBULU KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR 68172 
081336039685 
priyantotyas@yahoo.co.id 

Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- PEMOHON. 

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf L 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945), sepanjang frasa substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek 
pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan 
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. 

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 
"(1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 huruf a dalam hal: 
b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 

pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan 
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; ... " 

I. Kewenangan Mahkamah 
1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... " 

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman menyatakan : 
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
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a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun ·1945 ". 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang··Undangan menyatakan : 
" Dalam hal Sl!atu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ". 

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : 
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945". 
5. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian 

konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap UUD 1945. Dengan 
demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang, memeriksa, memutus dan 
mengadili permohonan a quo. 

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 
1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat 
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 
adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, 
yaitu: 
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama); 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara. 

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian 
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 

oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
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c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi. 

3. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam 
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud 
haruslah: 
a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai 

perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, 
badan hukum atau lembaga negara; 

b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu 
menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta 
kerugian spesifik yaitu: 
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan 
pelaporan dan Pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 27 
Januari 2017 tentang dugaan Maladministrasi atas keputusan bupati Jember 
Nomor : X.888/378/313/2011 dan diterima Ombudsman Republik Indonesia 
tanggal 30 Januari 2017 dengan regrestrasi laporan 0216/LM/11/2017/JKT. 
Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan surat dari Ombudsman Republik 
Indonesia prihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan dengan Nomor 
surat: 0482/SRT/0216.2017/Ll.78/Tim V/111/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang 
kemudian diterima pemohon tanggal 1 O Maret 2017 yang pada intinya 
Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan 
ketentuan pasai 36 ayat (1) huruf b jo pasal 35 huruf a Undang Undang 
Nomor 37 Tahun 2008. 
Bahwa pelaporan dan Pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia 
tentang tindakan maladministrasi, hal mana telah terjadi perilaku atau perbuatan 
melawan hukum, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan 
oleh Penyelenggara Negara dan menimbulkan kerugian materiil dan/atau 
immateriil bagi pemohon. 
Bahwa tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara 
nyata telah terjadi, serta menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi 
pemohon, dengan demikian keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang 
tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara akan 
terkubur seiring dengan ditolaknya pelaporan dan Pengaduan Pemohon ke 
Ombudsman untuk menemukan adanya tindakan maladministrasi. 
Bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 
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lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 
tangan kekuasaan lainnya. 
Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan 
ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf b jo pasal 35 huruf a Undang Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 maka hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang
Undang yang dimohonkan pengujian. 
Bahwa pelaporan dan Pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia 
dinyatakan ditolak dan ditutup akan tidak sejalan dengan semangat tujuan 
ombusdman untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara 
agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, meningkatkan 
upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, 
diskriminasi, serta meningkatkan supremasi hukum yang berintikan kebenaran 
serta keadilan sehingga kerugian konstitusional pemohon jelas bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual sudah dapat dipastikan terjadi. 
Bahwa pelaporan dan Pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia 
dinyatakan ditolak dan ditutup berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf b 
jo pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia yang berbunyi" Ombudsman menolak laporan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 35 huruf a dalam hal substansi Laporan sedang dan telah 
menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut 
tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. 
Bahwa pelaporan dan Pengaduan Pemohon dinyatakan ditolak dan ditutup oleh 
Ombudsman melalui surat dengan Nomor : 0482/SRT/0216.2017/ Ll.78/ 
TimV/111/2017 tertanggal 2 Maret 2017 berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) 
huruf b jo pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia sehingga berlakunya norma Undang-Undang 
tersebut menjadi penghalang untuk menemukan keadilan dan kebenaran 
substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi. Dengan demikian jelas 
terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Pemohon, sangat dirugikan oleh berlakunya Undang
Undang yang dimohonkan pengujian; 
Bahwa dalam hal permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
maka hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 
dan negaranya, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, 
menemukan keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan 
maladministrasi, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif menjadi tidak akan terhalang lagi. 
Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk 
mengajukan permohonan 1ni, sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, serta sesuai dengan 
yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. 
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4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di alas, menurut Pemohon terdapat kerugian 
hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
terhadap UUD 1945. 
Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 

Ill. ALASAN PERMOHONAN (posita): 
A. Latar Belakang Pengujian UU Terhadap UUD 1945 

Bahwa sebelum pemohon memberikan dalil disertai dengan dasar hukum dan 
argumentasi prihal pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari 
Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil 
pennohonannya tentang pengujian materiil Undang-Undang terhadap batu Uji UUD 
1945, perlu kiranya pemohon batasi hal-hal yang melatarbelakangi pengujian UU 
terhadap UUD 1945 dan agar nantinya permohonan tidak dikatagorikan sebagai 
constitutional complaint semata, hal-hal itu sebagai berikut : 

1. Tentang Terjadinya Tindakan Maladministrasi 
Mengingat Pasal 1, UU Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia, Angka 1,2,3 dan 4 menyatakan sebagai berikut: 

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman 
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan tennasuk yang diselenggarakan 
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 
Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan 
publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 
tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

4. Laporan adalah Pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau 
ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan 
oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, UU Nomor 37 tahun 2008 Tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, Angka 1,2,3 dan 4 tersebut di atas telah jelas 
menjadi kewenangan dari Ombudsman dalam menangani perkara Maladministrasi 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan 
kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 
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Bahwa tindakan maladministrasi dalam bentuk perbuatan melawan hukum, 
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang 
serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Negara dalam hal ini Bupati Jember alas keputusan Nomor: 
X.8881378131312011 tanggal 27 Desember 2011 karena dalam hal membaca, 
menimbang dan mengingat keputusan, sama sekali tidak memperhatikan adanya 
bukti-bukti yang menjadi substansi dasar angka (1) sld (9) sebagai berikut: 
(1) Adanya Surat Permohonan Kerjasama (MoU) Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 
ditujukan kepada Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung. 

(2) Ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010 
Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan karier. 
Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
"memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier" 
adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi 
kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan. 

(3) Adanya Surat Perintah Penugasan nomor 42114963141312009 tanggal 23 
Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditujukan 
kepada pemohon Dengan Diktum mengkoordinasikan penyelenggaraan 
kerjasama peningkatkan Sumber daya Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) 
Pegawai Negeri Sipi/ di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan 
PPs Universitas Islam Nusantara Bandung pada Program Studi S3 Doktor 
Pendidikan. 

(4) Adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 
421.31151141312010 tertanggal 11 Januari 2010 prihal : Pemberitahuan dan 
Mohon ljin kepada Bupati Jember tentang kerjasama peningkatan Sumber daya 
Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 
dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung. 

(5) Adanya Disposisi Bupati Jember Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 
2010. 
Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 
421.31151141312010 tertanggal 11 Januari 2010 diterima oleh Bupati Jember 
Tanggal 25 Januari 2010 dengan Nomor Agenda 214 dalam bentuk disposisi 
yang berisi : 

(1) Komunikasikan status dan performance Perguruan Tinggi ke Departemen 
(2) Acara pribadi lihat kampus yang bersangkutan sehingga Haqul Yakin. 

(6) Adanya Piagam Kerjasama (MoU) antara Kepala Dinas Pendidikan Kab Jember 
dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 
Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013. Dengan diktum sebagai berikut: 

a) Di dasari keinginan untuk saling menunjang dan mendukung 
mengembangkan program pendidikan (peningkatan jenjang Pendidikan 
Formal Lanjutan S3 Program Studi Doktor Pendidikan), pengajaran, 
peneltian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b) Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak piagam 
kerjasama di tandatangani (tertanggal 26 Januari 201 O dan berakhir 25 
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Januari 2013) dan dapat diperpanjang alas persetujuan kedua be/ah 
pihak. 

c) Hal-ha! yang menyangkut tindak /anjut kerjasama dilaksanakan oleh 
pejabat yang diberi tugas/kuasa o/eh masing masing pihak yang tidak 
terpisahkan dari piagam kerjasama tersebut. 

(7) Mempertimbangkan bahwa pemohon menjadi mahasiswa UN/NUS Bandung 
akibat adanya program keljasama (MoU) Kepa!a Dinas Pendidikan Kab Jember 
dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 
Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013. 

(8) Adanya 21 mahasiswa yang juga mengikuti program keljasama antara Dinas 
Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung. 

(9) Ketentuan penjelasan pada Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010 :. 
Penjelasan Yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" adalah bahwa 
alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima aka! sehat. 

Bahwa Pemohon sangat tidak keberatan, menerima dengan tu/us ikhlas Keputusan 
Bupati Jember Nomor: X. 8881378131312011 tanggal 27 Desember 2011 akan tetapi 
dengan catatan hat-ha! tersebut di atas tidak pernah ada atau sebelum diputuskan 
Keputusan Bupati Jember dengan Nomor : X.88813781 31312011 tanggal 27 
Desember 2011 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
(a) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat 

Permohonan Keljasama dengan Nomor 421.315813a/413/2009 tanggal 23 
Nopember 2009. 

(b) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat 
Perintah Penugasan nomor 42114963141312009 tanggal 23 Desember 2009. 

(c) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Membata!kan Surat dengan Nomor 
421.31151141312010 tertanggal 11 Januari 2010 prihal : Pemberitahuan dan 
Mahon /jin kepada Bupati Jember 

(d} Bupati Jember Membatalkan Disposisi dengan Nomor Agenda 214 tertanggal 
25 Januari 2010 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Jember 

(e) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Membatalkan Piagam Kerjasama (MoU) 
Dinas Pendidikan Kab Jember dengan Direktur PPs Universitas Islam 
Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 yang berakhir 26 Januari 2013. 

Sehingga dengan dilakukanya hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pendidikan 
Kabupaten Jember atau Pemerintah Kabupaten Jember tidak bertanggungjawab 
lagi atas konsekwensi hukum apabila Program Keljasama peningkatan pendidikan 
formal lanjutan S3 (Doktor Pendidikan) tetap dilaksanakan. 
Bahwa Fakta Menunjukkan hal-hal tersebut di atas, huruf (a}, (b}, (c), (d), dan (e) 
tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maupun Bupati 
Jember sebe/um dijatuhkan Keputusan Bupati Jember dengan Nomor: X.8881378/ 
31312011 tanggal 27 Desember 2011. Hal itu menunjukkan arogansi pejabat yang 
memiliki wewenang untuk bertindak sewenang wenang dengan mengabaikan 
prinsip "deen bevoegdheid zonder verantwoord enlijkheid" (tidak ada kewenangan 
tanpa pertanggung jawaban), memperhatikan fakta tersebut di atas jelas telah 
terjadi tindakan ma!administrasi atas Keputusan Bupati Jember dengan Nomor: 
X.8881378131312011tangga/27 Desember 2011. 
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Bahwa seka/ipun telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentunya tidak serta merta menggugurkan ha/ ha/ tersebut di alas, huruf (a), (b), (c), 
(d), dan (e). 
Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 je/as mengatur 
pasa/ yang memberikan kesempatan bagi PNS guna mengembangkan karier. 
Dengan demikian Je/as Keputusan Bupati Jember dengan Nomor : X.88813781 
31312011 tangga/ 27 Desember 2011 tidak memperhatikan dalam ha/ membaca, 
menimbang dan mengingat ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010, 
Bahwa Lagi pu/a Keputusan Bupati Jember sama sekali tidak memperhatikan 
ataupun mempertimbangkan ketentuan penjelasan pada Pasal 8 angka 9 PP Nomor 
53 Tahun 2010 :. 
Dengan dipaksakannya Keputusan Bupati Jember Nomor: X.8881378/31312011 
tangga/ 27 Desember 2011, sementara yang menjadi a/asan ketidak hadiran 
Pemohon adalah, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) yang kemudian ha/ tersebut 
dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima aka/ sehat oleh Bupati Jember, 
sungguh sangat ironis, Bupati Jember merendahkan harkat dan martabatnya sendiri 
atas Keputusan Nomor: X 8881378131312011 tanggal 27 Desember 2011. 
Bahwa jelas Fakta menunjukkan huruf d) adalah produk administrasi yang 
dikeluarkan langsung a/eh bupati Jember, Sehingga dengan demikian Bupati 
Jember menunjuk dirinya sendiri yang tidak sehat akalnya. Jika seorang pejabat 
yang berprinsip hukum bisa dibeli atau diarahkan menurut maksud dan tujuan 
pemesannya sangatlah memungkinkan itu dilakukan a/eh pejabat yang arogansi dan 
sewenang wenang. 
Bahwa Keputusan Bu pa ti Jember Nomor : X 8881378131312011 tanggal 27 
Desember 2011 dalam ha! membaca, menimbang dan mengingat, sama seka!i 
tidak memperhatikan adanya substansi dasar angka (1) sld (9) diatas dalam 
menjatuhkan putusan, sehingga je/as telah terjadi tindakan maladministrasi yang 
di/akukan bupati Jember atas keputusan Nomor: X.8881378131312011 tangga/ 27 
Desember 2011 dalam bentuk perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan a/eh Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan 

Bahwa Mengingat ketentuan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki 
hubungan organik dengan Jembaga negara dan instansi pemerintahan Jainnya, serta 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainnya 
Bahwa pelaporan dan Pengaduan pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia 
tertangga/ 27 Januari 2017 dan diterima Ombudsman Republik Indonesia tangga/ 
30 Januari 2017 dengan regrestrasi /aporan 0216/LMlll/2017/JKT 
Bahwa alasan-alasan serta bukti-bukti telah terjadi tindakan maladministrasi secara 
lengkap telah pemohon ajukan da/am bentuk pelaporan dan Pengaduan yang 
pemohon tujukan kepada Ombudsman sebagaimana bukti P-4 (terlampir). dimana 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. 
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Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan surat dari Ombudsman Republik 
Indonesia priha/ Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan dengan Nomor surat : 
0482/SRT/0216.2017/Ll.78flim V!/1//2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang kemudian 
diterima pemohon tangga! 10 Maret 2017 yang pada intinya Ombudsman Republik 
Indonesia menolak laporan dan ditutup, sebagaimana bukti P-5 ( terlampir) 
Bahwa Ombudsman Republik Indonesia menolak Japoran dan dinyatakan 
ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 

2. Upaya Hukum melalui peradilan 
Bahwa benar pemohon telah melakukan upaya penyelesaian substansi perkara 
melalui jalur peradilan, pemohon bermaksud untuk menemukan keadilan dan 
kebenaran materiil atas Keputusan Bupati Jember Nomor: X.8881378131312011 
tanggal 27 Desember 2011. 
Upaya hukum yang telah pemohon /akukan ada/ah sebagai berikut: 
a. Gugatan melalui PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Nomor: 

17/G/2013. PTTUN Jakarta Tangga/ 31Juli2013 (Kabul Gugatan) 
b. Kasasi nomor 464 KI TUN I 2013 (Amar Putusan: Kabul Kasasi Batal JF A.S 

Tola/< Gugatan) 
c. Peninjauan Kembali 11 PKITUN/2015 ( 8-5-2015 I amar Putusan : Meno/al< 

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: EDI 
PRIYANTO, S.Pd.,MM.) 

Hal pokok Berdasarkan Upaya Hukum Yang Te/ah Dilakukan pada tingkat Gugatan, 
Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: 
a) Bahwa sekalipun pada tingkat gugatan di pengadilan tinggi tata usaha Negara 

Jakarta dengan Nomor 17/G/2013. PT. TUN.Jakarta Tanggal 31 Juli 2013 
gugatan pemohon dikabulkan akan tetapi menurut pemohon dalil atau pasal 
yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 
dalam mengabulkan gugatan, masih lemah atau setengah hati sehingga 
memberikan ruang guna dibatalkan dalam tingkat kasasi. 

b) Bahwa hakim mengabu/kan gugatan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 
(BAPEK) Pasa/ 9 ayat (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan 
dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya 
banding administratif akan tetapi putusan BAPEK dalam waktu 317. 

c) Bahwa hakim sama sekali tidak menyentuh atau mempertimbangkan substansi 
dasar dalam gugatan adalah : 
(1) Adanya Surat Permohonan Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember dengan Nomor 421. 3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009. 
(2) Adanya Ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010 
(3) Adanya Surat Perintah Penugasan nomor 42114963141312009 tangga/ 23 

Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditujukan 
kepada pemohon. 

(4) Adanya Surat Kepa/a Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 
421.31151141312010 tertanggal 11 Januari 2010 prihal: Pemberitahuan dan 
Mahon /}in kepada Bupati Jember 
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(5) Adanya Oisposisi Bupati Jember Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 
2010. 

(6) Adanya Piagam Kerjasama Kepala Dinas Pendidikan Kab Jember dengan 
Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 
2010 dan berakhir 26 Januari 2013. 

(7) Mempertimbangkan bahwa pemohon menjadi mahasiswa UN/NUS 
Bandung akibat adanya program kerjasama Dinas Pendidikan. 

(8) Adanya 21 mahasiswa yang juga mengikuti program kerjasama antara 
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung. 

(9) Adanya Ketentuan penjelasan pada Pasa/ 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 
2010 :. 
Penje/asan Yang dimaksud dengan "tanpa a/asan yang sah" adalah bahwa 
a/asan ketidakhadirannya tidal< dapat diterima aka/ sehat. 

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di alas huruf c) (1) s!d (9) tentunya akan 
memiliki nilai bobot /ebih dan tidal< akan terbantahkan, dibandingkan huruf b) 
jika/au dikembalikan pada marwah sistem peradilan yang tidal< memihak, 
penerapan hukum yang adil dan benar serta didasarkan atas sebuah kejujuran. 

d) Bahwa hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan hakim PTTUN Jakarta 
dengan dalil sebagai berikut: 

Bahwa a/asan-alasan tersebut dapat dibenarkan, !<arena Judex Facti Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan sa/ah da/am menerapkan hukum 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
Bahwa Pasa/ 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa BAPEK wajib mengambil 
keputusan dalam tenggang waktu 180 (seratus de/apan pu/uh) hari sejak 
diterimanya banding administratif, tapi ketentuan tersebut tidal< mengatur akibat 
hukum dari berlakunya suatu keputusan apabi/a tenggang waktu itu terlampaui; 
Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut merupakan hukum acara bagi BAPEK, 
sehingga tidak ada ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apa/agi 
membuat kaidah hulwm baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan Judex 
Facti, yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan 
kewenangannya; 
Bahwa ter/epas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon 
Kasasi, persoa/an substantif yang harus dipertimbangkan ada/ah asas "personal 
responsibility" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi 
bertanggung jawab atas kesa/ahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesa/ahan 
seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya 
sendiri", sehingga kesa/ahan formal BAPEK yang memberikan keputusan 
melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ada/ah akan sangat 
tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan 
BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesa/ahan dan 
pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil; 
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Bahwa walaupun BAPEK memutus telah meiewati tenggang waktu, seharusnya 
Judex Facti tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang 
peianggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat; 
Bahwa karena Penggugat terbukti telah melakukan pe!anggaran terhadap kewajiban 
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 dan 
Pasa/ 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipi!, maka sudah tepat apabi!a dijatuhi hukuman disipfin 
sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat; 
Bahwa tanpa mengurangilmenyimpangi arti dari pertimbangan tersebut di 
atas, yaitu tentang asas "personal responsibility", se/aku Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh
sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan ke depan. 

Bahwa terfihat dengan je!as kebimbangan Judex Juris dalam pertimbangannya ha/ 
mana: 
1. Bahwa Judex Juris da/am pertimbangannya menyatakan Judex Facti Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah ke/iru dan salah dalam menerapkan 
hukum akan tetapi di sisi yang lain Judex Juris berpendapat "sehingga 
kesa/ahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang 
waktu 180 (seratus de/apan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil ... " 

2. Bahwa Judex Juris da/am pertimbangannya menyatakan seharusnya Judex Facti 
tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran 
disiplin yang di/akukan oleh Penggugat akan tetapi justru Judex Juris sendiri 
tidal< memahami makna yang terkandung secara komprehensif pasal-pasal serta 
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2010 Pasa/ 3 angka 16 beserta penje/asannya dan Penje/asan Pasal 8 angka 9 
Peraturan Pemerintah Repub/ik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010. 

3. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya wajib mengembalikan pada 
substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yaitu pasal-pasa/ serta 
Penjelasan Alas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2010 akan tetapi Judex Juris membawa substansi pada asas "personal 
responsibility" yang merupakan prinsip dari hukum Pidana. 
Bahwa hakim tentunya sangat paham perbedaan mencolok antara hukum pidana 
dengan hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), terdapat ruang 
tersendiri tentang teori, fiksi dan konstruksi dalam penerapan hukum pidana, 
hukum pidana memi/iki otonomi tersendiri dengan pengertian yang terdapat 
dalam cabang hukum yang lain da/am hat ini Hukum Tata Usaha Negara, pun 
demikian sebaliknya. Prinsip pada hukum pidana mengenal asas "personal 
responsibility" pada hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara) mengenal 
prinsip liability jabatan ( Pertanggungjawaban jabatan ) jika wi/ayah abu-abu ini 
dipergunakan hakim da/am memutus perkara sangat memungkinkan tujuannya 
melindungi kesa/ahan bapek dan menjadi a/at membatalkan putusan Judex 
Facti. 
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Bahwa benar UU No 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman 
akan tetapi sebuah keputusan dengan menyebutkan DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA akan sangat menciderai kata 
kata KEADILAN BERDASARKAN KETUl-fANAN YANG MAHA ESA itu sendiri. 
Bahwa Hakim tidak bo/eh ragu akan keputusannya dan pertimbangan hulwmnya, 
justru akan jauh /ebih bermartabat jika hakim menerapkan pepatah "lebih baik 
membebaskan 1000 orang yang bersa/ah dari pada menghukum 1 orang tidak 
bersa/ah". 
Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris adalah dasar yang melahirkan 
keputusan pada tingkat kasasi. Jika yang menjadi dasar substansi tentang 
Disip!in Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di alas sudah barang tentu Judex 
Juris, membaca, menimbang dan mengingat secara komprehensif dan bukan 
secara parsial pasa/ serta Penje!asan Alas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2010. Jika Judex Juris benar benar tefah membaca 
secara komprehensif pasa/-pasa/ serta Penjefasan Alas Peraturan Pemerintah 
Repub/ik Indonesia Nomor 53 Tahun 201 O maka akan terbaca dengan jetas : 

Pasal 3 angka 16 beserta penje/asannya sebagai berikut: 
Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan unluk 
mengembangkan karier. 
Dalam penje/asan pasa/ tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
"memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier" 
ada/ah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan 
dafam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti 
rapat, seminar, diktat, dan pendidikan formal lanjutan. 
Penjelasan Pasal 8 angka 9 
Penjefasan Yang dimaksud dengan "tanpa a/asan yang sah" adalah bahwa 
a/asan ketidakhadirannya tidak dapat diterima aka/ sehat. 
Bahwa Jika Judex Juris benar-benar telah membaca tentang a/asan 
ketidakhadiran dafam gugatan sudah barang tentu membaca adanya huruf c) 
(1) sld (9) tersebut di atas sebagai a/asan ketidakhadiran penggugat. 

e) Bahwa hakim agung pada tingkat PK memperkuat putusan judex Juris dengan 
dalil sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan
afasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembafi sebagai berikut: 
D Putusan Judex Juris sudah benar dan tepat pemohon peninjauan kembali 

dahufu termohon kasasilpenggugat terbukti tefah me/akukan pefanggaran 
terhadap kewajiban pegawai negeri sipif sebagaimana dimaksud dafam 
ketentuan Pasaf 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disip/in Pegawai Negeri Sipi/, 

0 Novum yang diajukan o/eh pemohon peninjauan kembali itu bukan 
merupakan Novum 

Bahwa senada dengan Judex Juris, hakim agung pada tingkat PK baik dalam 
pertimbangan hufwm maupun keputusannya, tidak memperhatikan materiif/ 
substansi perkara huruf c) angka (1) s/d (9) tersebut di alas. 
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Bahwa substansi perkara huruf c) angka (1) sld (9) adalah ha/ paling mahal, 
terlarang dan tabu bagi hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum sebe/um 
memutus perkara a quo. 
Bahwa pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang UU No 48 Tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman, akan tetapi Pertimbangan-pertimbangan Hakim 
tersebut di atas bagi pemohon sudah cukup mencerminkan kondisi peradilan di 
Indonesia saat ini yang jauh dari marwah proses peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang 
jujur, serta keputusan yang memenuhi keadilan dan kebenaran materiil. 
Bahwa dokumen putusan Peninjauan Kemba/i (PK) di website info perkara 
Mahkamah Agung dengan nomor 11 PKITUN/2015 Tanggal 8 Mei 2015 sudah tidak 
dapat diakses /agi sangat-sangat pemohon pahami. Sudah barang tentu memori 
Peninjauan Kembali yang merupakan bagian permohonan peninjauan kembali jika 
menjadi konsumsi publik tentunya akan menjadi persoa/an tersendiri bagi pihak
pihak yang berkepentingan. 
Bahwa upaya hukum pemohon melalui peradilan baik pada tingkat gugatan, kasasi 
dan peninjauan kembali dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum maupun 
keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi pemohon sama sekali 
tidak memperoleh keadilan alas Kebenaran materiil/ substansi perkara. 
Bahwa hakim tidak mempertimbangkan dalam keputusannya bukti-bukti tersebut 
pada huruf c) angka (1) sld (9) di atas sebagai substansi perkara, dengan demikian 
pemohon memiliki a/asan guna mengajukan /aporan dan pengaduan ke 
Ombudsman terkait dengan tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati 
Jember Nomor: X.8881378131312011 tangga/ 27 Desember 2011. Dengan demikian 
upaya melalui peradilan sudah terlewati dan Untuk menguji hal-hal terkait keadilan 
dan kebenaran substansilmateriil adanya tindakan maladministrasi atas perkara a 
quo merupakan kewenangan dari Ombudsman. 
Bahwa kemudian Ombudsman Republik Indonesia menolak iaporan dan 
dinyatakan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi substansi Laporan sedang dan 
telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, sementara jelas dalam tingkat 
gugatan, kasasi maupun Peninjauan Kembali, tentang adanya substansi dasar 
huruf c) angka (1) s/d (9) atas perkara a quo yang menjadi akar masalah 
tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember Nomor: 
X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 sama sekali tidak dijadikan 
dasar oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara. 
Bahwa berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi pengujian UU terhadap UUD 
1945 yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon bermaksud melakukan 
pengujian materiil Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

B. Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
1. Norma Materiil Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian Yaitu: 

(materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) 
Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut: 
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(1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a 
dalam hal: 
b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 

pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi 
dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 

2. Nonna Materiil Undang Undang Dasar 1945 Yang Menjadi Penguji, Yaitu: 
a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: 

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"; 
b. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: 

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknofogi, seni dan budaya demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"; 

c. Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi: 
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum"; 

d. Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: 
"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan". 

e. Pasal 281 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

3. Bahwa menurut Pemohon bertentangannya Norma Materiil Undang-Undang Yang 
Dimohonkan Pengujian Yaitu : Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terhadap UUD 1945 
khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 280 ayat (1), Pasa/ 28H 
ayat (2) dan Pasa/ 281 ayat (1) dan (2) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 

a. Pasal 28C ayat (1) Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Prinsip 
negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai 
keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan dan 
kebenaran substansi/materiil. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan 
Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. 
Dengan demikian upaya pemohon dalam menegakkan keadilan dan 
kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladminstrasi yang 
kemudian melaporkan dan mengadukan ke ombudsman tentunya tidak dapat 
dibatasi ruang dan waktu. Bahwa dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi 
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nasib serta harkat dan martabat seseorang yang merupakan kebutuhan 
dasar/esensial manusia, terlebih apabila berdasar pembuktian substansial/ 
materiil diketahui kemudian hari tidak bersalah. Namun dengan adanya 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008, menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan dan 
kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi melalui 
ombudsman. Dapat disimpulkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan kaidah yang terdapat pada Pasal 
28C ayat (1) UUD 1945. 

b. Pasal 28C ayat (1) jelas menyatakan setiap orang guna memenuhi kebutuhan 
dasar berhak mengembangkan dirinya. Setiap warga negara berhak 
memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan atas Kebutuhan dasar 
terutama yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pengembangan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, dalam rangka mencari keadilan dan 
kebenaran materiil/substansial merupakan hak yang sangat fundamental bagi 
manusia. Setiap warga negara dalam upaya mengembangkan diri nya untuk 
mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil/substansial tentunya tidak 
dapat dibatasi karena adanya Materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 
Dengan demikian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara Indonesia 
akan keadilan dan kebenaran materiil/substansial terhalang karena adanya 
Materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008, sementara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) telah 
jelas menyatakan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pemberlakuan Materi muatan dalam Pasal 
36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 lebih merupakan 
aturan yang sewenang-wenang, ha! tersebut seakan-akan pembuat 
Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa ada balas 
waktu, sekaligus menghalangi Setiap warga negara memajukan dirinya untuk 
mendapalkan keadilan alas Kebutuhan dasar sehingga pembuat Undang
Undang berpotensi menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif 
dalam suatu agenda demokrasi. 
Bahwa lelah nyata bertentangan Materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf 
b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan batu uji Pasal 28C ayat (1) 
UUD 1945. 

c. Pasal 280 ayal (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga 
kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, 
pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama setiap warga 
Negara di hadapan hukum. Negara harus hadir dalam upaya mewujudkan hak 
warga negaranya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara juga 
harus hadir dalam upaya memenuhi hak warga negaranya untuk 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta perlakuan yang sama 
terhadap upaya warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan 
kebenaran substasi/materiil alas tindakan maladministrasi yang merupakan 
ranah kewenangan dari ombudsman. Setiap warga negara berhak 
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melaporkan dan membuat pengaduan ke ombudsman untuk mendapatkan 
keadilan dan kebenaran substasi/materiil tentang adanya tindakan 
maladministrasi. 
Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan hukum 
dan pemerintahan untuk seluruh warga negara, termasuk dalam hal ini 
membuat laporan dan pengaduan ke ombudsman apabila diketemukan 
adanya tindakan maladministrasi akan tetapi dengan adanya ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008, jaminan tersebut menjadi terhalangi untuk seseorang yang telah 
mengupayakan keadilan atas kebenaran substansi/materiil melalui peradilan; 
tentunya tidak menutup kemungkinan banyak yang terjadi saat berproses di 
peradilan. 
Keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara akan terkubur seiring dengan 
ditolaknya pelaporan dan Pengaduan Pemohon ke Ombudsman untuk 
menemukan adanya tindakan maladministrasi. Hukum yang hanya mengejar 
kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan dan 
kebenaran substasi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi, hukum 
menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi 
kesejahteraan umat manusia. 
Dengan demikian setiap warga negara yang telah menjadi korban tindakan 
Maladministrasi oleh Penyelenggara Negara, menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau immateriil, kemudian melaporkan dan membuat pengaduan ke 
ombudsman untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil 
tentunya tidak harus ada pembatas. Hal tersebut di atas merupakan ranah 
kewenangan ombudsman, tetapi apabila dibatasi adanya Materi muatan 
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 jelas
jelas bertentangan dengan Undang-Undang1945 Pasal 280 ayat (1 ). 

d. Pasa/ 28H ayat (2) sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti tentang 
norma yang terdapat pada pasal tersebut, terlebih bagi setiap warga negara 
untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan. Hak setiap orang mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan akan tetapi 
pada kenyataannya tidaklah mudah dipahami dan dimengerti. 
Bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan kemudahan guna 
memanfaatkan keberadaan lembaga ombudsman sehingga keadilan dan 
kebenaran substansi/materiil benar-benar bisa ditegakkan manakala 
terjadi tindakan maladministrasi, tetapi justru bagi pencari keadilan dan 
kebenaran substansi/materiil atas tindakan maladministrasi dihadapkan 
pada aturan yang membatasi hak warga negaranya dengan ketentuan 
Materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008. Tentunya hal yang paling elegan adalah Negara harus hadir 
ditengah warga negaranya dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran 
substansi/materiil akan tindakan maladministrasi bukan malah sebaliknya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan muatan materi pasal 36 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 nyata bertentangan dengan Norma 
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Materiil Pasal 28H ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 

e. Pasal 281 ayat (1) dan (2) mempertegas adanya hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi da/am keadaan apa pun diantaranya hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, lagi pula Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu. 
Dengan dalih agar terjaga adanya kepastian hukum atau adanya ketentuan 
Undang-Undang pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 sehingga untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil 
tentang adanya tindakan maladministrasi dibatasi sama saja bermakna bahwa 
muatan materi pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 telah mengabaikan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif setiap warga negaranya. 
Sehingga dalam keadaan apa pun atau atas dasar apa pun membatasi 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap 
warga negaranya untuk mendapatkan keadi/an dan kebenaran substansil 
materiil tentang adanya tindakan maladministrasi ada/ah tindakan yang 
inkonstitusional. 
Dengan demikian dapat disimpu/kan muatan materi pasal 36 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 nyata bertentangan dengan Norma 
Materiil Pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945. 

3. Mengingat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
ombudsman 

" Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 
lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 
tangan kekuasaan lainnya". 

Sementara norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut: 

(1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf 
a dalam hal: 

b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 
pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan 
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 

Bahwa muatan norma pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 bermakna lembaga ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
masih tergantung pada lembaga lain artinya Ombudsman merupakan lembaga 
negara yang sudah tidak bersifat mandiri lagi. 
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Oengan demikian muatan norma pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 disandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 itu sendiri adanya pertentangan, terlebih lagi apabila Norma Materiil Undang 
U ndang Oasar 1945 sebagai batu uji sudah tidak diragukan lagi andanya 
pertentangan yang nyata. 

4. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 280 ayat (1), Pasal 28H ayat 
(2) dan Pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Oasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan 
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap 
warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 
1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 280 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 
281 ayat (1) dan (2) UUO 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, 
bukan semata-mata kepastian hukum yang mengkesampingkan rasa keadilan. 
Bahwa penegakkan hukum (law enforcement) itu berarti penegakkan keadilan 
Qustice enforcement) dan kebenaran. Oisini, konsep negara hukum diberi arti 
materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang 
dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di 
sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan Qustice 
enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang 
harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan 
substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang 
secara formal. Oengan demikian Keadilan adalah abadi sepanjang masa sehingga 
pemenuhannya tidak dapat dibatasi. Bahwa pelaporan dan Pengaduan Pemohon 
ke Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan ditolak dan ditutup akan tidak 
sejalan dengan semangat tujuan ombusdman untuk mendorong penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, 
meningkatkan mutu pelayanan negara agar setiap warga negara dan penduduk 
memperoleh keadilan, meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan 
praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, serta meningkatkan supremasi 
hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 

5. Bahwa harus ada kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i 
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah 
satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian disini haruslah 
dimaknai yang mengandung dan mengutamakan keadilan atas dasar kebenaran 
materiel, keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan formil. Sementara 
disisi lain asas kepastian hukum dalam UUO 1945 Pasal 280 ayat (1) memberikan 
syarat kepastian hukum harus adil, apabila kepastian hukum ini tidak adil maka 
akan gugur dengan sendirinya. 

6. Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan prinsip keadilan 
telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi hak seorang untuk membuat 
Pengaduan atau melaporkan adanya tindakan maladministrasi kepada ombudsman 
dengan dalih Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 
Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang 
membatasinya, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak 
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mendapatkan keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide 
Pasal 280 ayat (1) UUD 1945); 
Bahwa ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 37 tahun 2008 
sama saja bermakna sebuah substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek 
pemeriksaan pengadilan ataupun keputusan pengadilan dibatasi untuk dilakukan 
pengujian oleh ombudsman. Hal ini sama diartikan keadilan dan kebenaran 
substansi/materiil adanya maladministrasi bukan lagi menjadi ranah kewenangan 
ombudsman. 
Dalam perkara ini, upaya hukum untuk menemukan keadilan justru belum selesai 
dan berhenti pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
karena keadilan bersifat abadi dan tidak lekang oleh waktu dan tempat; sangat 
berbeda secara mendasar dengan kepastian hukum yang dapat dibatasi oleh waktu 
dan tempat tertentu. 

7. Bahwa apabila Undang-Undang membatasi hak seorang untuk membuat 
Pengaduan atau melaporkan adanya tindakan maladministrasi kepada ombudsman 
dengan dalih, Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia... "maka sama saja 
bermakna bahwa Undang-Undang telah membatasi hak seorang untuk menemukan 
keadilan dan kebenaran materiil/substansi tentang adanya tindakan 
maladministrasi, Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan 
UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga 
masyarakatnya untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil" 

8. Bahwa Kebenaran materiil/ substansi mengandung semangat keadilan sedangkan 
norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang 
mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan 
kepastian hukum layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya mencari 
keadilan atas kebenaran materiil/substansi tidaklah demikian, keadilan atas 
kebenaran materiil/substansi merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar 
karena menyangkut harkat dan martabat manusia, lebih mendasar dari kebutuhan 
manusia tentang kepastian hukum; Dengan mengabaikan prinsip dan nilai keadilan 
materiil/substansial, sangat bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang 
menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan seadil-adilnya. 
Sehingga pencari keadilan alas kebenaran materiil/substansi sudah jelas tidak 
boleh ada pembatasan. 

9. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan 
keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari 
keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi 
dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari 
keadilan untuk mencari keadilan yang seadil- adilnya sehingga ha! ini bertentangan 
prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

10. Bahwa benar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
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tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", 
Bahwa maksud pembaiasan yang ditetapkan dengan undang-undang adalah 
semaia-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan alas hak dan 
kebebasan orang lain. Hak dan kebebasan orang lain mana yang terganggu apabila 
terdapat warga negara yang menjadi korban adanya tindakan maladministrasi 
mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil mengajukan laporan dan 
pengaduan untuk menengakkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil ke 
ombudsman ? .... 
Bahwa pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut 
tidak dapat diterapkan untuk membatasi warga negara yang menjadi korban 
adanya tindakan maladministrasi mengalami kerugian baik materiil maupun 
immateriil mengajukan laporan dan pengaduan ke ombudsman untuk 
menengakkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil sangat terkait dengan 
harkat dan martabat manusia serta terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; 
Bahwa pembatasan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap mengandung syarat terpenuhinya 
rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi sehingga pembatasan 
sebagaimana ketentuan Pasa/ 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik jelas-jelas menabrak prinsip keadilan 
sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut: 
"(1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu. 

(2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." 

11. Bahwa Pengujian Undang-Undang sela/u dilakukan untuk menguji materi Undang
Undang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bukan menguji antar 
Undang-Undang yang sederajat. Tetapi tidak ada salahnya membandingkan 
pengujian Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain dengan 
substansi materi yang sama tentang adanya pembatasan diantaranya sebagai 
berikut :. 
a. Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara Nomor 
34/PUU-Xl/2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 268 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Berdasarkan pertimbangan mahkamah ( Lembar 83 - 88 ) yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
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Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu 
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian 
mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. 
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM terse but 
dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan 
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan 
yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara 
berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945]. 
Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan 
suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus 
sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak 
terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam 
proses peradilan pidana yaitu "Jebih baik membebaskan orang yang bersalah 
daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Di 
dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika 
pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan 
karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta 
hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. 
Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan 
pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui 
proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 
1945] 
Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang Jain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi 
pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana 
sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu 
menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak 
terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; 
Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet 
yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, ha! itu 
berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara 
pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya 
membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan 
adanya keadaan baru (novum). 
Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi 
oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan 
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[vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara 
hukum; 

b. Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nemer 
5 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nemer 22 Tahun 2002 
tentang Grasi. Dalam perkara Nemer Nemer 107/PUU-Xlll/2015 Mahkamah 
Konstitusi memutuskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 22 Tahun 2002 tentang Grasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nemer 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5150) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Berdasarkan pertimbangan mahkamah (Lembar 78) adalah sebagai berikut: 
Pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/201 O ternyata potensial menghilangkan hak 
konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan 
permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon 
jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang 
persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu 
sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. 

12. Bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohon atas Pengujian Undang-Undang 
Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
pertimbangan mahkamah dalam memutus perkara, perlu kiranya pemohon 
lampirkan alat bukti sebagai berikut : 

1. Bukti P-1 
2. Bukti P-2 

3. Bukti P-3 

4. Bukti P-4 

5. Bukti P-5 

IV. PETITUM: 

Fote copy Kartu Tanda Penduduk Alas Nama Pemohon 
Fote copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
Fote copy Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia 
Fote copy Surat Pemohon tentang Pelaporaan dan Pengaduan 
tentang tindakan Maladministrasi ke Ombudsman Republik 
Indonesia 
Fote copy Surat Ombudsman dengan Nomor: 0482/SRT/ 0216. 
2017/ Ll.78/ TimV/111/2017 tertanggal 2 Maret 2017 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
b. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nemer 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4899) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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c. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4899) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

d. Memerintahkan pemuatan putusan !ni dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bona). 

Hormat kami, 

> 
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